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PERATIIRAN BUPATI NATIINA
rYouoR 4r TArrUn 2016

TENTAITG

PERIIBAIIATY ATAS PERATT'RAIV BI'PATI ITO}IOR 28 TAIIUil 2015
TEITTAIIG REITCAITA I(TR.'A PEUBAITGUIYAIV DAERAII (RITPDI

KABI'PATEIT ITATI'ITA TAIITff 2016

DEITGAIT RAIITAT TTIIIAIT YAITG UAIIA ESA
BI'PATI TATT'ITA.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah tahun 2016, berdampak
kepada perubahan kerangka pendanaan rencana
program dan kegiatan prioritas daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hul:uf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Natrrna Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999, tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Ifurimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singrngr dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 181,, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 39021, sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2OAg tentang pembahan Ketiga
Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun L999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, I(abupaten okan Hilir, I(abupaten Siak,
I(abupaten Karimun, I(abupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singrngr dan Kota Batam (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor lA7,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a88O);

Mengingat : I".
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a237);

Undang-Undang Nomor L7 tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a28i:/);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan kmbaran Negara Nomor aa38l;

Undang-Undang nomor L2 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ots
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O
Tambahan Lembaran Negara a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tatacara Pen5rusrrnan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8l7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O11 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2OO8 Tentang Tahapan Tatacara
Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor I
Tahun 2OlL tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol1
Nomor 8);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10

Tahun 2OL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW Kabupaten Natuna Tahun 20ll . - 2O3l
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2A12
Nomor 1O);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2OL4
tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi,
Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak
Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2Ol4 Nomor 14);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2014
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna
Tahun 2011 - 2AL6 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2OL4 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

t7.

18.

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
TAHUN 2015 TENTANG
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
TAHUN 2016

BUPATI NOMOR 28
RENCANA KERJA
KABUPATEN NATUNA

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 28 Tahun 20 L5 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun
2016 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015
Nomor 281 diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diqndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal z7 tey{e*tber e4

\-,

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 77 Sefbru{at 2oO

SEKRBTARIS DAERATI
KABUPATEN ITATI'ITA,

BERITA DATRAII KABI'PATEIT ITATUNA TAHI'N 2OL6 IYOilOR '/C

TI NATUI{A,


